Menimbang

KEPALA DESA GENENGAN

KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA GENENGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENENGAN,

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

Malang Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati
Malang Nomor 171 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah untuk
mengatur mekanisme penentuan harga dasar sewa dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli Desa dan
penggunaan selisih sisa uang dalam pemindahtanganan
aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar untuk

kepentingan umum,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf huruf a, maka perlu membentuk Peraturan
Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa
Genengan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset
Desa;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogykarta (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
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15.

16.

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan  Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338,
sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201<
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menten Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 10},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):



17

1#

19

20.

21,

23

24,

25.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 temtang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita - Negarn Republik  Indonesin - Tahun 2014
Nomor20091),

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang  Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
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27,

28,

30.

Dana  Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan
Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketign Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1129);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1023),

Peraturan  Menteri Desa, Pcmhanguﬁnn Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease-2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi
Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 866);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor-: 156/PMK.07 /2020
tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Menteri
Keuangan Nomor - 205/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan  Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 193);



31.

32,
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Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2019 Nomor 423-9 Ser; 3/A),

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.,
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor
176 Seri D),

Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri
A); '

Peraturan Desa Genengan Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Genengan Tahun 2018 Nomor 06);

Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa
Genengan Tahun 2019 Nomor 01);

Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Genengan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Genengan
Tahun 2020 Nomor 1);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENGAN

DAN
KEPALA DESA GENENGAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA GENENGAN NOMOR 6 TAHUN 2016
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DESA
GENENGAN NOMOR 5 TAHUN 2019  TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Genengan Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa [ Lembaran Desa
Genengan Tahun 2017 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Desa Genengan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Genengan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (lembaran Desa

Genengan Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebaga: berikut

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbuny:
sebagal benkut
Pasal 15

1) Harga sewa untuk aset Desa berupa tanah dan/atau
bangunan menggunakan nilai wajar

2) Nilal wajar sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berdasarkan hasil penilaian Tim

3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa

'4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (2, terdin dan

i Ketua Sekretans Desa
b Waki!l Ketua unsur BFD
Anggota | unsur Perangkat Desa
Jdnsur BPD
dMRur T *uiﬁ.ﬂ ACITIAS YAl MxAlan
L na

4 Unsur masvaraka!



(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melibatkan Penilai Pemerintah, Penilai Publik dan/atau
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan.

(6) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.

(7) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 52A diubah dan ayat
(4) Pasal 52A dihapus sehingga Pasal 52A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52A

(1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) huruf a, apabila dibelikan tanah pengganti
terdapat selisih sisa uang paling tinggi Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dapat digunakan selain untuk
tanah.,

(2) Penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana
Desa sesuai hasil musyawarah Desa.

(3) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib  disetorkan ke rekening Kas Desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

(4) Dihapus.

(5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.

(6) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75

(1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
(2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa

berupa tanah dan/atau bangunan dan pinjam pakai.



(3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa

dibebankan pada APB Desa,

Pasal 1]

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Genengan.

Ditetapkan di Genengan
pada tanggal, 5 Januari 2021

Diundangkan di Genengan \. ot
pada tanggal, 5 Januari 2021

SEKRETARIS DESA GENENGAN,




